
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam rangka manajemen kas, 
Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi 
jangka pendek uang milik daerah yang sementara belurn digunakan sepanjang 
tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas 
pelayanan publik; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam rangka manajemen 
kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi 
jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belurn digunakan 
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan 
kualitas pelayanan publik; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan 
kas, Bendahara Umurn Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada 
rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro 
dengan tingkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Kepala daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a, huruf b 
dan huruf c, maka perlu menempatan Uang Daerah pada Bank Umurn 
Pemerintah dalam Bentuk Deposito Berjangka yang diatur dalam Peraturan 
Bupati Seram Bagian Timur. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI. 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 3851); 

2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku 
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran 
Negara RI. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 
3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 
(Lembaran Negara R.l. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
R.l. Nomor 3961 ); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku 
Utara (Lembaran Negara R.l. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara R.l. Nomor 4264 ); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara R.l. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
RI. Nomor 4355); 
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oleh BODae?gan terlebth dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank 
Umurn Pemenntah dengan persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, yang selanjumya 

disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Bank Umum Pemerintah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 
jasa dalam lalulintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pihak Semesta. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PENEMPATAN UANG 
DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK 
DEPOSITO BERJANGKA 

Menetapkan: 

MEMUTUSKAN : 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4400); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4416) sebagaimana telah ketiga kali diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 5767); 

9. Undang-undang Noor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (n Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4574); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 450); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4); 
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Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEP ALA BA GIAN HUKUM 

BERIT A DAERAH KABUP ATEN HALMAHERA SELA TANT AHUN 2022 NO MOR ... 

Diundangkan di Labuha 
pada tanggal 23 November 2022 

Ditetapkan di Labuha 
pada tanggal 23 November 2022 

BUPATI HAL~RASE ATAN, 

f% 
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Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. 

Pasal 9 

BAB VII KETENTUAN PENUTUP 

( 1) Bendahara Um urn Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Urn um Daerah melaksanakan, memantau 
dan mengevaJuasi penempatan uang daerah dalam bentuk deposito. 

(2) Kepala BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab menyampaikan laporan 
atas pengelolaan deposito kepada Bupati setiap awal bulan. 

Pasal 8 

BAB VI 
EVALUASIDANPELAPORAN 

Pasal 7 
Seluruh uang kas daerah yang dalam bentuk deposito sudah harus disetor kembali ke Rekening Kas 
Umum Daerah sebelwn tahun anggaran berkenaan berakhir. 

(2) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada 
Bank Umum Pemerintah, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah; 

(3) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu 
deposito beserta bank yang ditunjuk; 

( 4) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan 
ke Rekening Kas Umum Daerah. 
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